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7ABSTRAK
Nama :   Nani Suciati
Nim    :  10100111039
Judul :  Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
Sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas yaitu “Penerapan Tata Cara
Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamata  Biringkanaya Kota Makassar” maka dapat diuraikan tentang proses tata
cara rujuk menurut KHI dan pemahaman masyarakat seputar syarat dan tata cara
rujuk yang benar menurut KHI.
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperoleh dari bapak kepala KUA
Biringkanaya, pegawai pencatat nikah dan bagian tata usaha KUA serta masyarakat
kecamatan biringkanaya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,
observasi, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau refrensi. Teknik pengolahan
dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Reduksi Data, Penyajian, dan
Pengambilan kesimpulan.
Bagi kaum muslimin, sudah seharusnya mengetahui tata cara rujuk yang
benar menurut KHI, karena seperti hasil penelitian di kantor KUA kecamatan
biringkanaya bahwasanya masih ada beberapa masyarakat yang belum begitu
memahami prosedur tata cara rujuk itu sendiri, sehingga membuat mereka para
mantan suami istri untuk melakukan akad nikah baru, dikarenakan permintaan rujuk
mereka telah melewati masa iddah sang mantan istri.
Hasil penelitan ini menujukkan bahwa adapun prosedur-prosedur yang harus
dijalani jika hendak melakukan rujuk, yang mana telah diatur dalam peraturan
kementrian agama dalam pasal 167-169 KHI. Di mulai dalam tahap kekantor desa,
kekantor urusan Agama,pelaksanaan rujuk dan kepengadilan Agama.
Implikasi penelitian ini adalah: 1) penerapan tata cara rujuk pada KUA
Biringkanaya sudah berjalan dengan baik namun tetap perlu adanya perbaikan agar
bisa menjadi contoh untuk Kantor urusan Agama  yang lain  kedepannya. 2) sebagian
besar masyarakat biringkanaya telah mengetahui prosedur tata cara rujuk yang benar
dalam KHI. Sehingga dari beberapa pandangan dan penelitian lapangan yang
dilakukan penulis bisa menarik suatu kesimpulan mengenai proses tata cara rujuk
menurut KHI. Pada kantor urusan Agama kecamatan biringkanaya kota Makassar.
8BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Masalah
Pernikahan adalah fitrah manusia karena Allah SWT telah menciptakanya
sebagai makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan.Laki-laki diciptakan
untuk menjadi sandaran wanita, sedangkan wanita diciptakan untuk menjadi
penenang bagi laki laki. Begitu juga setiap jenis membutuhkan pasangannya.Laki-laki
membutuhkan wanita dan wanitapun membutuhkan adanya laki laiki, inilah fitrah.
Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah akad yang diberkahi seorang laki-
laki menjadi halal bagi seorang wanita, dan merupakan salah satu perintah agama
yang di dalamya terkandung  tujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri antara
orang yang berlainan jenis (bukan mahromnya).1 Keduanya (suami istri) memulai
perjalanan hidup berkeluarga yang panjang, dengan saling cinta, tolong menolong
dan toleransi. Dalam al-Qur’an di gambarkan, bahwa hubungan yang sah itu dengan
suasana yang penuh kesejukan, kemesraan, keakraban, kepedulian yang tinggi, saling
percaya pengertian dan penuh kasih sayang,  sebagaimana yang telah di gariskan oleh
Allah SWT dalam al-Qur’an:
 َُﲂ ْ َ ﺑ َﻞَﻌَﺟَو َﺎَْﳱ ااُﻮ ُﻜَْﺴ ِّ ﻟ ًﺎ اَوْز  ُْﲂِﺴُﻔﻧ  ْﻦ ِّﻣ َُﲂﻟ ََﻖﻠ َ  ْن  ِﻪِﺗ َ ٓ  ْﻦِﻣَونا ًﺔ َْﲪَرَو ًةدَﻮﻣ ِﰲ
    َنوُﺮﻜَﻔََﺘﯾ ٍمْﻮَﻘِّ ﻟ ٍت َ ٓ َ  َ ِ َذ
1Sudarsono,Pokok –pokok Hukum Islam MKDU (Jakarta; Jakarta Cipta, 1992) h. 128.
9Terjemahnya:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum/30:21) 2
Sebuah keluarga itu ibarat Perahu yang tidak jarang di terpa badai Sehingga
dapat mengakibatkan tenggelam bila Juru mudi tidak berpengalaman
menyelamatkannya.3 Demikian juga diibaratkan sebagai sebuah bangunan, bangunan
itu akan cepat roboh jika tidak di landasi dengan pondasi yang kokoh.
Aneka faktor disharmonis itulah sehingga keduanya akhirnya dihadapkan
pada perceraian (talak) yang merupakan jalan akhir bila tidak ditemukan dengan cara
keduanya (suami istri) untuk berdamai. Meskipun disini perceraian adalah jalan
terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah perkawinan, ini merupakan suatu
hal yang final (paling puncak) namun untuk menyusun kembali kehidupan keluarga
yang mengalami goncangan tersebut, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi.
Untuk itulah agama Islam mensyari’atkan adanya iddah ketika terjadi perceraian hal
ini akan memberi peluang bagi keluarga yang mengalami perceraian, manfaat iddah
salah satunya untuk memberi kesempatan kepada keduanya yakni suami dan istri
untuk berfikir secara jernih untuk sekalilagi mencoba membangun kembali sebuah
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang meraka inginkan.
2Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung : PT Sygma Media
Arkanleema, 2009, h. 21.
3Hasan Basri,Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi  dan Agama (Yogyakarta; Pustaka Pelajar
1999) h. 3-4.
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Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian, dalam rujuk para ulama
sepakat rujuk itu diperbolehkan dalam Islam upaya rujuk ini diberikan sebagai
alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah







“jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya
berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)
menghendaki ishlah.” (QS. Al-Baqarah/2:228) 4
Berakhirnya sebuah perkawianan itu ditinjau dari segi dibenarkanya suami
merujuk istrinya kembali atau tidaknya dibagi menjadi dua, pertama perceraian yang
bestatus raj'i atau disebut talak raj'i, dan kedua yang berstatus ba’in5,
Dengan adanya talak raj’i maka kekuasaan suami terhadap bekas istrinya
menjadi berkurang, tetapi disini masih ada pertalian hak dan kewajiban antara
keduanya, selama bekas istri dalam masa iddahnya, yaitu hak prioritas untuk merujuk
Sedangkan dalam konteks Indonesia, bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya
yang telah ia talak dan dicatatkan pada PPN, tidak boleh dengan seenaknya langsung
4Dep.Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 22.
5Talak raj’I adalah talakyang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli,
bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, sedangkan talak ba’in adalah talak yang  tidak
memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istri, untuk mngembalikan ikatan perkawinan
harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya. Lihat Rahman Ghazali, Fiqih
Munakahat (Jakarta:Prenada Media, 2003),hlm. 198.
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mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, dalam
hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 167. Apabila prosedur-
prosedur tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat
hukum yang mengikat.
Dalam KHI pasal 167 ayat 2 juga ditegaskan, bahwa rujuk dilakukan P3N
harus memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi
syarat-syarat merujuk menurut hukum Islam (munakahat), apakah rujuk itu yang
dilakukan itu dalam massa iddah talak raj’i dan apakah perempuan yang akan dirujuk
itu adalah bener-bener istrinya.6
Uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa prinsip rujuk baru dapat
dilaksanakan setelah persyaratan-persyaratan normatif maupun teknis telah terpenuhi.
Yang normatif misalnya apakah istri yang akan merujuk itu masih dalam masa
iddahnya, atau apakah perempuan yang akan dirujuk itu bener-bener bekas istrinya.
Begitu juga kehadiran dua orang saksi-saksi, sedangkan yang teknisnya, apakah
petugas PPN atau P3NTR yang ditunjuk sesuai dengan kompetensi wilayahnya.
Dari penjelasan diatas bahwasanya bagi sepasang mantan suami istri yang
hendak rujuk harus melaksanakan berbagai prosedur yang mana telah di tetapkan
aturan Mentri Agama dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 167-169 pada
Kantor urusan Agama (KUA).  Contohnya bagi masyarakat yang ada di Makassar,
khususnya masyarakat yang bertempat di Kecamatan Biringkanaya Makassar apabila
6Undang undang  tata cara rujukPasal 167 ayat (2) KHI. Hlm.254
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ingin melakukan rujuk agar segera melakukan prosedur rujuk itu sendiri di Kantor
Urusan Agama (KUA) kecamatan Biringkanaya.
Hal ini sangat perlu untuk diketahui karena merupakan dampak sah dan
tidaknya hubungan yang halal dan haramnya antara suami dan istri yang telah
bercerai. Serta untuk mengetahui sejauh mana Kompilasi Hukum Islam itu di
terapkan di Kantor Urusan Agama Makassar.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Uraian yang  telah dikemukakan dalam latar belakang masalah,
maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan Tata cara
Rujuk menurut KHI yang berlaku di Indonesia,
Berdasarkan pokok masalah diatas, sekaligus memperjelas masalah yang akan
di teliti, maka dapat diindentifikasikan Submasalah yang hendak dikaji, yaitu :
1. Bagaimana Proses penerapan tata cara rujuk menurut kompilasi hukum
islam (KHI) di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya?
2. Seberapa besar tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam
proses rujuk di KUA  Kecamatan Biringkanaya ?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan
skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni:
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Penerapan Tata cara Rujuk Menurut kompilasi hukum islam (KHI) pada Kantor
Urusan Agama (KUA) kecamatan Biringkanaya Makassar.
Penerapan berasal dari kata terap yang berarti proses, cara, perbuatan
menerapkan, didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  penerapan berarti hasil
perbuatan menerapkan (melakukan) secara realistis dan jelas maka penerapan disini
dapat di artikan sebagai perbuatan secara jelas (realistis).7 Namun penerapan yang
dimaksud didalam pembahasan skripsi ini, yakni berupa proses dan tata cara  dengan
tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang  jelas nantinya.
Tata cara disini dapat diartikan sebagai aturan dan susunan menurut adat. Dan
langkah langkah untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar.
Rujuk dalam pengertian etimologi adalah kembali, sedangkan dalam
pengertian terminologi adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri
yang telah dicerai raj’i bukan cerai ba’in, dan dilaksanakan selama istri dalam masa
iddah. Dalam hukum perkawinan islam rujuk merupakan tindakan hukum yang
terpuji
Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang
di tulis pasal demi pasal, berjumlah 299 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi
hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), KHI disusun melalui jalan yang sangat
7Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Pusat Bahasa 2008), h. 1150.
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panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan social politik terjadi di negeri ini
dari masa ke masa.8
Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian
tugas kantor kementrian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang
Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar adalah sebuah kecamatan yang
terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dimana kecamatan ini
terletak di sebelah Utara kota Makassar.
Setelah kita mengenal pengertian dari setiap kata-perkata yang digunakan
dalam judul, maka focus penelitian didalam skripsi ini adalah: bagaiamana Penerapan
Tata cara Rujuk menurut kompilasi hukum islam (KHI) di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, serta seberapa besar Pengetahuan
dan Pemahaman Masyarakat dalam Penerapan Tata cara Rujuk menurut kompilasi
hukum islam (KHI).
2. Deskripsi Fokus
Penelitian  ini dilaksanankan di kantor Urusan Agama (KUA) Biringkanaya,
Jl. Perintis Kemerdekaan Utara, Kecamatan Biringkanaya Kabupaten Makassar dan
mengambil batasan objek penelitian dari kalangan Kepala KUA, Pegawai pencatat
Nikah, serta beberapa Masyarakat yang berada di kecamatan Biringkanaya.
8 Abdullah, Abdul Gani.. Komplikasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia.( Jakarta:
Gema Insani Press. 1994)
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D. Tujuan dan Kegunaan
1.   Tujuan Penelitian
Secara umum skripsi merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian
studi pada perguruan tinggi. Oleh karna itu penulis mempunyai satu kewajiban secara
formal terkait pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus
penelitian ini bertujuan:
1) Untuk mengetahui sejauh mana keefektifitasan KUA, yakni Kantor Urusan
Agama Biringkanaya, terkait akan Penerapan Tata Cara Rujuk menurut
kompilasi hukum islam (KHI) dan seberapa besar Pengetahuan dan
pemahaman Masyarakat terkait denga tata cara Rujuk pada Kantor Urusan
Agama kecamatan Biringkanaya Makassar.
2) Menjadi bahan pertimbangan bagi para Para pihak yang akan melaksanakan
rujuk di KUA Biringkanaya, agar proses Rujuk bisa berjalan sesuai dengan




1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat yang
berperkara guna adanya pelayanan yang baik terhadap para pihak sehingga
tercapainya kenyamanan di setiap para pihak yang berperkara.
2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para
peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut pokok permasalahan yang dibahas.
B. Kegunaan praktis
1) Menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak KUA Biringkanaya, agar tidak
ada  kelalaian dalam pelaksanaan Tata cara Rujuk menurut kompilasi hukum
islam (KHI) yang berjalan sehingga bisa merugikan para pihak yang ingin
Rujuk.
2) Sekaligus menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang mengadakan
penelitian lebih jauh terhadap masalah ini dan bisa menjadi bahan




A. Pengertian  dan Dasar Hukum Rujuk  menurut KHI.
1. Pengertian rujuk
Rujuk dalam pengertian etimologi berasal bahasa Arab yaitu (roja, yarji’u,
ruju’an) yang berarti kembali.9 Menurut W.J.S. Poerdawinta dalam bukunya “Kamus
Umum Bahasa Indonesia”, penulisan yang benar dalam ejaan bahasa Indonesia yang
disempurnakan adalah dengan kata “rujuk”. Defenisi rujuk menurutnya adalah
kembali kawin dengan isteri yang telah cerai (dengan syarat tertentu).10 Sedangkan
definisinya dalam pengertian fiqih menurut al-Mahalli ialah: “Kembalilah kedalam
hubungan perkawinan dari cerai yang bukan bain, selama dalam masa iddah”11
9 Mahmud yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta : Hidakarya Agung, 1990) cet.ke- 8 h. 835
10 WJS. Poerdawinta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai pustaka, 1986) cet. Ke-
9 h.385
11 Amir  Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Prenada Media, 2006)
h.337
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Rujuk dalam hukum perkawinan Islam adalah perbuatan yang baik sebab
apabila mereka telah cerai maka mereka termaksud orang-orang yang dibenci Allah
Swt. Oleh karena itu suami isteri yang telah melakukan talak maka sebaiknya suami
kembali kepada isteri dalam waktu masa iddah sebab pada masa iddahlah suami isteri
harus memikirkan hari esok setelah melalui masa yang sulit, rumah tangga yang
goyang dan masa krisis konflik. Oleh karena itu suami isteri kembali kepada ikatan
perkawinan yang telah dijalani sebelum jatuh talak raj’i dan melihat yang lebih baik
setelah bercermin atas kesalahan kedua belah pihak, sehingga atas pertimbangan itu
tercipta kembali keutuhan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam





“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika
mereka (para suami) menghendaki ishlah”.12
Ketentuan diatas tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
dan PP Nomor 1975, tetapi dijumpai dalam pasal 163, 164, 165 dan 166 KHI.
Adapun pasal 163 dalam KHI.
1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.
12 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung : PT Sygma Media
Arkanleema, 2009, h. 22.
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2) Rujuk dapat dilakukan dengan hal sebagai berikut:
a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak
yang dijatuhkan qobla al-dukhul.
b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan tertentu atau
alasan-alasan zinah dan khuluk.13
Apabila suami isteri melakukan rujuk berarti tidak perlu melakukan akad
nikah baru selama dalam masa iddah dengan demikian, isteri yang akan dirujuk oleh
suaminya menyetujui dan disaksikan dua orang saksi. Di lain pihak, walaupun sang
bekas suami ingin rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam masa iddah, tetapi
sang istri tidak menerimanya maka hal ini tidak akan terjadi rujuk hal ini dijelaskan
dalam pasal 164 KHI.
Pasal 164
”Seorang wanita dalam msa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan
atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai Pencatat Nikah
disaksikan dua orang saksi.”
Pasal 165
”Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri, dapat dinyatakan
tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.”
Pasal 165 diatas mempunyai pengertian sebagai berikut :
13 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta ,Media Grafika, 2006) h.91-92
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Pertama: kata atau ungkapan “kembalinya suami kepada isteri” hal ini
mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terkait adalam tali
perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan penceraian. Laki-laki yang
kembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam
pengertian ini.
Kedua: ungkapan atau kata yang telah ditalak dalam bentuk raj’i. mengandung
arti bahwa isteri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus .
Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada isteri yang belum dicerai atau
telah dicerai tapi tidak dalam bentuk talaq raj’i .
Ketiga: kata atau ungkapan “masih dalam masa iddah” mengandung arti
bahwa rujuk itu hanya terjadi selama isteri masih dalam masa iddah. Bila waktu iddah
telah abis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada isterinya dengan nama
rujuk. Tapi untuk maksud lain yaitu suami melakukan pernikahan baru kembali.14
Pasal 166
”Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan pendaftaran rujuk dan bila
bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat
dimintakan duplikasi kepada instansi yang mengeluarkan semula”.
Ditinjau dari satu sisi yaitu rujuk itu menghalalkan hubungan kelamin antara
laki- laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara kedua
14 Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Prenada media, 2006)
h.337-338
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terdapat perbedaan dan prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk
lembaga tersebut.
2. Dasar Hukum Rujuk
Hukum Islam terlahir berdasarkan azas-azas yang fudemental (ususu tasry’il
ahkam wa mabadiuhu) dan berdasarkan hukum-hukum itu kepada prinsip-prinsip
yang luhur dan tinggi (mabadiul ahkam). Semua itu bisa terwujud dalam beberapa
aspek yaitu :
1. Nafyul haraji (meniadakan kesulitan).
2. Qillatul taklif (sedikit hukum yang menjadi beban mukallaf )
3. Membina hukum dengan menempuh jalan tadarruj, tahap demi tahap, satu
demi satu..
4. Seiring dengan kemaslahatan manusia.
5. Mewujudkan keadilan yang merata
6. Menyumbat jalan-jalan yang menyampaikan kepada kejahatan.
7. Mendahulukan akal atas dzahir nash.
8. Membolehkan menggunakan segala yang bersifat indah.
9. Menetapkan hukum berdasarkan urf yang berkembang dalam masyarakat.
10. Keharusan suatu kewajiban manusia mengikuti sabda Nabi saw yang
disabdakan sebagai syari’at, tidak diwajibkan baginya mengikuti sabda-sabda Nabi
saw atau ajaran-ajarannya yang berhubungan kedunian yang berdasarkan ijtihadnya.
11. Masing-masing orang yang berdosa hanya memikul dosanya sendiri.
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12. Syara, yang menjadi sifat dzatiyah Islam.15
Sebuah pemikiran tentang konsep hukum Islam yang menyatakan bahwa
hukum Islam adalah absolute dan oteriter yang karenanya abadi dikembangkan dari
dua sudut pandang, dari sumber hukum Islam diajukanlah pendapat bahwa sumber
hukum Islam adalah kehendak Tuhan yang mutlak dan tidak bisa berubah. Sudut
pandang yang kedua berasal dari defenisi hukum Islam bahwa hukum Islam tidak
bisa diidentifikasi sebagai sistem aturan-aturan yang bersifat etis atau moral. Jadi,
pendapat pertama mendekati problem konsep hukum dalam kaitan perbedaan antara
akal dan wahyu. Sedangkan pendapat kedua membicarakan dalam kaitan perbedaan
antara hukum dan moralitas.16
Begitu juga dengan hakikat dari sebuah konsep rujuk, pada dasarnya untuk
memperbaiki kehidupan keluarga harus dilakukan dengan memperhatikan ajaran-
ajaran agama yang bertalian dengan pembentukan dan kesejahteraan keluarga
tersebut dari perselisian yang timbul diantara suami dan isteri melalui pemilihan
madzhab-madzhab yang benar terjadinya talak, dengan memandang kepada lafaz dan
keadaan yang sebenarnya dari kedua suami isteri tersebut dan mempersempit wilayah
jatuhnya talak yang dibenci Allah Swt. Yang dijadikan-Nya sebagai keharusan
pilihan atau penyelamatan dari keadaan yang terjadi secara tak terduga dengan
harapan agar kedua suami isteri tersebut bisa kembali kepada ketenangan.17
15 T.M. Hasbi  As-Shiddieqy, Filsafat hukum Islam, (Jakarta,Pustaka Bintang 1993)h.5
16 Yudian W. Aswin, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta, Pustaka Setia 1995) h.28
17 Muhmud Syalthut Ali Ash-Sayis, fiqih tujuh Mazhab, (bantung, Pustaka setia,2000) h.261
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Apabila seorang suami mentalak isterinya dalam talak raj’i maka baginya
boleh merujuk tanpa izin isterinya, selama masa iddah belum selesai. keberhasilan
suatu rujuk dari seorang yang dapat dilihat dari ucapan dengan beberapa lafaz antara
lain : “Aku kembali lagi kepadamu”, dan kalimat yang dikembalikan kepadanya.
Secara umum Dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum tentang kebolehan rujuk dalam
talak raj’i dalam Al-Qur’an, dan Al-Hadits. Pertama, ayat Al-Qur’an yang
menjelaskan kebolehan rujuk Surat Al-Baqarah






Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru'tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
١٨
.rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari akhir
Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika
mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami,
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi
18 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung : PT Sygma Media
Arkanleema, 2009, h. 44.
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“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”19












“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan
19 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung : PT Sygma Media
Arkanleema, 2009, h. 50.
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dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan
kesaksian itu karena Allah”.20
Dalam tafsir Al-Maraghi menerangkan kandungan ayat diatas bahwa suami
isteri yang ditalaq lebih berhak mengembalikan dirinya kepadanya pada masa iddah,
jika suami tersebut bermaksud memperbaiki dan menggaulinya dengan baik. Tetapi
jika kembalinya tersebut dimaksud untuk menyakiti dan menghalang-halanginya agar
tidak menikah dengan orang lain, maka ia telah membuatnya terkatung-katung ia
tidak memperlakukanya secara baik sebagaimana pelakuan seorang suami terhadap
isteri dan ia tidak mengizinkan untuk menikah dengan orang lain, dengan demikian ia
telah berbuat dosa.21
Menurut ayat diatas pula bahwa setiap wanita atau isteri yang telah ditalak
oleh suaminya, maka isteri harus menjalankan masa iddah. Masa iddah ini bertujuan
untuk memastikan kondisi isteri dan memberikan kesempatan kepada suami isteri
tersebut untuk perbaikan kembali secara jelasnya kesempatan kepada suami isteri
tersebut untuk perbaikan kembali. Secara jelasnya ayat diatas memberikan pengertian
bahwa rujuk dapat dilakukan :
1. Memberikan kesempatan kepada suami untuk merujuk kembali isteri yang
telah ditalak raj’i dalam artian bahwa suami dan istri tersebut diberikan jalan atau
20 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung : PT Sygma Media
Arkanleema, 2009, h. 998
21 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 2006)
h.343
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kesempatan untuk perbaikan sebagai jalan untuk saling mengintropeksi diri
atas segala kehilapan yang telah dilakukan, sehingga penceraian tersebut merupakan
jalan terbaik yang harus ditempuh, yang sebisa mungkin harus dihindari.
2. Suami dapat merujuk isterinya yang telah dithalaq selama isteri tersebut
masih dalam masa iddah yakni selama tiga kali quru, selama iddah status suami istri
tidak sepenuhnya terputus, suami isteri masih mempunyai hak dan kewajiban masing-
masing sehingga diperkenankan untuk rujuk kembali tanpa melalui proses
pernikahan. Sedangkan diluar masa iddah suami isteri diperkenankan untuk kembali
rujuk dengan nukah baru, sebelum isteri melakukan pernikahan baru lagi dengan laki-
laki lain.
3. Masa iddah yang dimiliki seorang isteri yang telah ditalak raj’i bertujuan
memberikan kepastian kondisi isteri dalam keadaan mengandung atau tidak, sehingga
apabila rahim isteri mengandung, maka akan memberikan kejelasan tentang status
janin yang terdapat dalam rahim isteri tersebut.
4. Kebolehan rujuk yang diterangkan ayat diatas memberikan pengertian
bahwa hak rujuk berada di pihak suami tetapi bukan berarti suami boleh bersikap
sekehendaknya karena hak-hak yang dimiliki isteri ataupun suami dalam masa iddah
talak raj’i bertujuan untuk mengambil sikap dengan penuh pertimbangan atau
melepaskan ikatan pernikahan dengan jalan yang telah ditetapkan syara'.22 Seorang
wanita yang ditalak, pada umumnya hanya sedikit orang yang mau menikahinya oleh
22 Syekh Ahmad Mustafa Al-Marghi, tafsir Al-Marghi (bandung: Rosda, 1987)h.289
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karena itu, seorang bekas suami lebih berhak mengembalikan kepangkuannya,
disamping itu setelah menjatuhkan talak biasanya ia akan menyesal dan ingin kembali
lagi apabila ia sudah mempunyai anak maka rasa kasih sayang dan tanggung jawab
terhadap suami dan isteri akan menghilangkan amarahnya.23 Sedangkan dalam hadits
disebutkan sebagai berikut :
Pertama hadits riwayat Abu Daud dari Muthrof bin Abdullah. “Dari Muthrof
bin Abdullah, sesungguhnya imran bin Hishin ditanya tentang suami yang mentalak
istrinya, kemudian bertemu dengannya (merujuki kembali). Ia (suami) tidak
mempersaksikan terhadap talaknya dan juga terhadap rujuknya. Lalu Imran
menjawab : “Engkau telah mentalak tidak berdasarkan sunnah dan telah merujuk
tidak berdasarkan sunnah. Persaksikanlah atas talakmu dan janganlah engkau
ulangi”24 (H.R. Abu Daud).
Kedua hadits riwayat Ibnu Abbas :“Dari Ibnu Abbas berkata : “Rujuklah telah
mentalak istrinya dengan talak tiga dalam satu majlis, lalu ia merasa sedih sekali.
Kemudian Rasulullah bertanya : “ Bagaiman engkau mentalaknya?” ia menjawab :
“saya telah mentalaknya dengan talak tiga”. Nabi bertanya lagi : “Dalam satu majlis?’
ia jawab : “ya”. Bersabda Rasulullah “Sesungguhnya yang demikian itu talak satu,
maka rujuklah istrimu jika engkau ingin”.25(H.R. Baihaqi).
23 Syekh Ahmad Mustafa Al-Marghi, tafsir Al-Marghi (bandung: Rosda, 1987)h.290
24 Abu daud sulaiman, Sunan Abu Daud, (Kairo: dar Al-Hadist 1988) h.261
25 Abu bakar Ahmad Al-Baihaqi , Sunan Al-kubra, (Beirut dar Al-fiqr,tth) h.339
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Ketiga diriwayatkan Ibnu Umar : “Dari Ibnu Umar R.A, Ketika ia mentalak
istrinya berkata Rasulullah SAW kepada Umar :Suruhlah ia merujukinya”. 26
(Mutafaq alaih)
Hadits diatas merupakan cerminan dari dasar-dasar yang dikandung dalam
surat Al-Baqarah ayat 228 dan Hadits tersebut memberikan pengertian bahwa rujuk
dalam talak adalah suatu perbuatan yang dibenarkan dan dibolehkan menurut syara’.
Hadits tersebut memberikan pemahaman bahwa tujuan adanya talak bukanlah suatu
jalan terbaik dalam suatu rumah tangga, tetapi juga tidak dilarang apabila talak
terjadi. Mengingat keterbatasan manusia sebagai makhluk yang mempunyai
kekurangan yang selalu dihinggapi hawa nafsu antara suami dan isteri ternyata
terdapat perbedaan-perbedaan karakter dan watak yang mudah diselesaikan dalam
rumah tangga suami isteri bisa dihinggapi dengan perselisian yang tidak mudah
diselesaikan. Meskipun telah diusahakan untuk mendamaikan berbagai macam jalan
tenyata antara suami dan isteri tidak bisa hidup rukun dalam hal ini, ketenangan hidup
rumah tangga terhalang dan tidak pula terjalin. Dalam keadaan seperti ini, Islam tidak
akan membiarkan terjadinya kehidupan suami isteri yang yang penuh dengan
penderitaan-penderitaan. Antara suami isteri dimungkinkan memutuskan perkawinan
dengan jalan baik, dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing- masing.27
26 Muhammad bin Ismail Ash- shan’Ani, Subulussalam,(Bandung: Dahlan Tth) h.183
27 Achmad Ihsan, Hukum perkawinan di Indonesia, (bandung;Diponegoro 1989) h. 70-72
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Pada masa keseimbangan inilah kedua belah pihak dapat memilih untuk
perbaiakan, sehingga kesempatan pada suami istri untuk menempuh jalan keutuhan
keluarga yang sakinah dan mawaddah terwujud kembali. dengan jalan rujuk inilah
kehidupan suami istri akan selalu terjaga, dimana hal ini merupakan tujuan yang
dianjurkan oleh Agama.
Begitupun apabila dilihat dari ketentuan rujuk yang berlaku di Indonesia
khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam, Negara telah menetapkan
ketentuan- ketentuan dalam bentuk Undang-undang yang patut ditaati. Sebagai
landasan hukum dalam melaksanakan rujuk di Indonesia, peraturan tersebut diambil
atas dasar nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum
Islam.
Ketentuan mengenai adanya peristiwa hukum seperti nikah, talak dan rujuk
dengan akibat hukumnya adalah penting baik bagi yang berkempentingan sendiri
maupun bagi masyarakat karena itu perlu diadakan pencatatan secara resmi oleh
pemerintah. Pencatatan ini sendiri tidak menentukan sahnya suatu peristiwa hukum
itu telah terjadi dan dilakukan, sehingga hanya bersifat administratif semata-mata,
karena sahnya perkawinan itu sendiri ditentukan oleh masing-masing Agama dan
kepercayaan itu. Hal tersebut diatas ditetapkan dalam Undang-undang No. 1/1974
tentang perkawinan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang perkawinan (UU No.
1/1974), beserta peraturan Menteri Agama No. 3/1975 (BAB XI pasal 32 tentang
rujuk, yang terdiri dari enam ayat. Peraturan tersebut menjelaskan kewajiban-
kewajiban Pegawai Pencatat dalam hal nikah, cerai dan rujuk, beserta segala yang
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berhubungan dalam proses berlangsungnya ketiga hal tersebut yaitu nikah, cerai dan
rujuk. adapun isi dari peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 ialah:
1. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama isterinya ke
Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan
membawa kutipan buku pendaftaran talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah atau P3 NTR.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR memeriksa dan menyelidiki apakah
suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat menurut fiqih munakahat,
apakah yang dirujuk itu masih dalam masa iddah talak raj’i dan apakah perempuan
yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing bersangkutan
beserta saksi mendatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR
menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang
berhubungan dengan rujuk.28
Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1975, tentang rujuk tersebut diperkuat
dan diperjelas kembali oleh Kompilasi Hukum Islam dalam buku 1 tentang Hukum
28 Arso Sostroatmodjo, Hukum islam di Indonesia, (Jakarta , Raja Grapindo Persada 1987) h.
202
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Perkawinan pada BAB XVIII tentang rujuk, dimulai dari pasal 169, terbagi dalam
dua bagian. Bagaian pertama umum dan bagaian kedua mengatur tentang cara tujuk.29
Bahwasannya memperbaiki hubungan suami isteri dengan mengembalikan
bekas isteri kepangkuan suaminya dan hal ini tidak mungkin bisa terwujud kecuali
apabila masing-masing pihak memenuhi hak-hak yang harus dilaksanakannya, maka
secara ringkas Undang-Undang yang mengatur hubungan timbal balik antara suami
dengan isteri yaitu adanya persamaan hak antara keduanya.
B. Syarat dan Rukun Rujuk
Pendapat tentang syarat dan rukun rujuk dalam talak raj’i menurut para ulama
sangat beraneka ragam, diantaranya tidak sah rujuknya bagi orang yang murtad, anak
kecil dan orang gila, Karena masing-masing darinya itu bukan orang ahli nikah
Berbeda dengan orang bodoh dan budak maka rujuk keduanya adalah sah tanpa ada
pengetahuan sang wali meskipun permulaan pernikahan keduanya terhenti sementara
untuk memperoleh izin sang wali dan tuan.30
Jika sudah sampai habis masa iddahnya siperempuan yang tertalak raj’i maka
halal bagi sang suami menikahinya dengan akad nikah yang baru, maka baginya
masih ada sisa dari talak baik perempuan tersebut sesudah bertemu dengan suami
lainya.
Adapun syarat-syarat rujuk itu ada lima bagian yaitu :
29 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama dalam Susunan Hukum
Nasional, (Jakrta, logos wacana Ilmu, 1990) h.191
30 Imron rosidah, Ringkasan kitab Al- Umm, (Jakarta, Pustaka Azzam 2004) h.549
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1. Tidak dalam thalaq ba’in atau talak tiga.
2. Rujuk tidak tergantung kepada suatu syarat atau sesuatu hal apapun.
3. Ketika talak dijatuhkan bukan qobla dukhul atau suatu hal apapun.
4. Tidak ada perkara atau hal-hal menunjukan kepada sifat yang menunjukan subhat.
5. Tidak dilakukan dengan mengungkapkan pernyataan kiyasan atau kinayah yang
akhirnya dapat menjerumuskan kepada talak ba’in baik dengan niat ataupun dengan
qorinah shigat hal.31
Jika sudah mencukupi hal diatas maka terpenuhilah syarat-syarat rujuk dan
tidak diperlukan lagi syarat-syarat lain bagi orang ingin rujuk dapat ditambah yaitu
qaulun mahsusun yaitu suatu qaul yang dinyatakan secara khusus perbuatan yang
dilakukan secara khusus pula.
Adapun rujuk yang sesuai dengan sunnah adalah rujuk yang tidak
mengandung unsur pemaksaan didalamnya yaitu proses rujuk dengan qaul dan
menghadirkan dua orang saksi ketika menyatakan rujuknya itu, kemudian jika proses
rujuk tidak dilakukan kehadiran pihak isteri kemudian isterinya itu diberitahukan dan
tidak ada dukhul kecuali dengan izin sang isteri sehingga ia siap untuk
melakukannya. Adapun rujuk yang dapat dilakukan oleh suami memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut :
31 Fiqih 4 Mazhab (Jakarta : Bulan Bintang, 1988) h. 430
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1. Bekas istri sudah pernah dicampuri dalam pengertian ini maka penceraian
yang terjadi antara suami dan isteri yang belum pernah dicampuri tidak diberikan hak
rujuk kepada bekas suami.
2. Talak yang dijatuhkan tanpa pembayaran iwad dari pihak isteri dengan
pembayaran iwad baik dengan jalan khuluk atau terpenuhinya ketentuan- ketentuan
ta’lik talak tidak berhak merujuk isteri.
3. Rujuk dilakukan pada waktu bekas isteri masih dalam masa iddah. Dengan
demikian apabila masa iddah telah habis maka hak suami telah habis pula.
4. Persetujuan isteri yang akan dirujuk. Syarat ini sejalan dengan prinsip
sukarela dalam perkawinan.32
Adapun Untuk sahnya rujuk yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, yang
telah ditalak raj’i oleh suaminya harus memenuhi rukunnya yaitu :
1. Shigat, yaitu lafadz yang dapat diketahui maksudnya, ada kalanya lafadz
sharih seperti “saya kembalikan kamu kepadaku, aku merujuk engkau, aku tahan
dirimu”. Atau berupa lafaz kinayah seperti “aku nikahi engkau”.
2. Mahall, tempat untuk rujuknya seorang suami yaitu isteri. Bagi isteri yang
akan dirujuk harus memiliki syarat yaitu :
a. Isteri yang ditalak belum sempurna bilangan talaknya atau masih dalam
talak raj’i
32 M. Abdul Goffar, Fikih Keluarga, ( Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006) h. 281-281
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b. Isteri yang akan rujuk sudah pernah digauli suaminya (bukan qabla dukhul),
berarti talaknya bukan talak bai’in.
c. Wanita tersebut dicerai suaminya bukan dengan penggantian harta (khuluk)
d. Isteri yang akan dirujuki suaminya masih dalam masa iddah.
e. Keadaan isteri yang akan dirujuk suami masih halal untuk dirujuk seperti
misalnya keadaan isteri masih seorang muslimah.
3. Murtaji’ Orang yang merujuk yaitu suami. Sedangkan bagi suami yang
akan merujuk isterinya yang telah ditalaknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Keadaan suami yang akan melakukan rujuk sehat akalnya.
b. Suami yang akan melakukan rujuk harus sudah dewasa.
c. Suami yang akan melakukan rujuk harus bebas memilih dan tanpa adanya
keterpaksaan dari pihak manapun.33
Adapula menurut Imam madzhab syarat-syarat rujuk sahnya rujuk yang
dilakukan oleh suami adalah :
1. Menurut Imam Syafi’i, Maliki dan Hambali suami yang rujuk ialah orang
yang cakap bertindak hukum yaitu dewasa, berakal, dan atas kesadaran sendiri serta
bukan orang yang murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi anak kecil boleh
melakukan rujuk ini sebab karena nikahnya sah sekalipun ini tergantung kepada
walinya.
33 Abu Yahya Zakaria Al- Ansari, Fathul wahab, (Bandung: Syirkah Al-Ma’rif, tth) h.88
35
2. Adanya pernyataan secara jelas atau sindiran yang menyatakan akan rujuk
kembali, pendapat ini merupakan pendapat Imam Syafi’i sedangkan menurut Imam
Hanafi bukan hanya dengan perkataan saja tetapi rujuk dapat dilakukan dengan
hubungan intim atau jima.
3. Status isteri tersebut dalam masa iddah dan sebelum ditalak istri tersebut
telah digauli.
4. Rujuk itu dilakukan secara langsung bebas dari segala macam persyaratan
seperti ungkapan suami “saya akan kembali kepada engkau jika engkau suka”, atau
“saya akan kembali kepada engkau jika ayah engkau datang”. Ungkapan ini tidak sah
dalam melakukan rujuk.34
Adapun jika kita lihat ketentuan yang berlaku di Indonesia mengenai syarat
rujuk itu sendiri kompilasi hukum Islam menetapkan bahwa rujuk mesti dikakukan
dihadapan pihak yang berwenang yakni pegawai pencatat nikah.
Tata cara dan syarat-syarat rujuk telah diatur dengan jelas dalam kompilasi
hukum islam (KHI) sebagai berikut :
Pasal 167 ayat 1
”Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama isterinya ke
Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi
tempat tinggal istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat
keterangan lain yang diperlukan”.
34 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Islalm dalam kalangan
Ahlu Sunnah dan Negara –negara Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.395
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Pasal 167 ayat 2
”Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah” .
Pasal 167 ayat 3
”Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. memeriksa
dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat
menurut  hukum munakahat, apakah rujuk yang dilakukan itu masih dalam masa
iddah talak raj’i, apakah permpuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya”.
Pasal 167 ayat 4
”Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing bersangkutan
beserta saksi mendatangani Buku Pendaftaran Rujuk”.
Pasal 167 ayat 5
”Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan
kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk”.35
Adapun rujuk memiliki dua rukun yaitu :
35 Arso Sostroadmodjo, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Grapindo Persada, 1978), h.202
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1. Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang merujuk itu adalah
sebagai berikut:
a. Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang
dia menikah isterinya itu dengan nikah yang sah.
b. Laki-laki yang merujuk itu mestilah seorang yang mampu melaksanakan
pernikahan dengan sendirinya yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak
dengan kesadarannya sendiri.
2. Perempuan yang rujuk adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang rujuk itu
adalah :
a. perempuan yang rujuk. adalah isteri yang sah dari laki-laki yang merujuk.
Tidaklah sah merujuk perempuan yang bukan isterinya.
b. isteri telah diceraikannya dalam bentuk talak raj’i tidak sah merujuk isteri
yang masih terkait dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak
bain.
c. isteri itu masih berada dalam iddah talak raj’i, selama masih berada dalam
iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungan sama sekali dan dengan sendirinya tidak
lagi boleh dirujukinya.
d. isteri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk
kepada isteri yang diceraikan sebelum isteri itu sempat digaulinya, karena rujuk
hanya berlaku bila perempuan itu masih dalam masa iddah, sedangkan isteri yang
dicerai sebelum digauli tidak mempunyai iddah.
3. Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk.
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a. terus terang, misalnya dikatakan, “Aku kembali kepadamu,” atau “Aku
rujuk kepadamu,”.
b. dengan kata kiasan,“Misalnya Aku pegang kamu,” atau “Aku nikah kamu,”
dan sebagainya yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk. Sebaiknya
lafatz ini merupakan ucapan tunai, dengan pengertian tidak digantungkan dengan
sesuatu. Misalnya, “Aku kembali kapadamu jika kamu suka”, dan “Aku kembali
kepada mu jika sifulan datang,”. Rujuk yang digantungkan seperti tu tidak sah.
4. Adanya kesaksian dalam rujuk.
Dalam hal ini para ulam masih berbeda pendapat, apakah saksi itu menjadi
rukunatau sunnah. Sebagian mengatakan wajib sedangkan yang lain tidak
mengatakan wajib melainkan hanya sunnat.36








36 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006) h.341-
343
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“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan
dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan. (QS.
Ath-Thalaq: 2)
Namun di Idonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang tata
cara rujuk dalam pasal 167 butir 4 yaitu :
“Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang
bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pencatat Rujuk”.
C. Bentuk Rujuk
Rujuk dapat dibagi menjadi dua bentuk yang pertama rujuk sunnah yaitu rujuk
yang sesuai dengan sunnah yakni rujuk dengan qaul dan disaksikan oleh dua orang
saksi, yang kedua rujuk bid’ah yaitu rujuk yang tidak sesuai dengan sunnah yakni
rujuk dengan perbuatan. Menegaskan bahwa rujuk itu hanya sah dengan kalam atau
penyataan yang tegas dengan tidak fi’il atau perbuatan baik itu dalam proses jima’
mencumbu atau lain sebagainya.37
Oleh karena itu menurut Imam Syafi’i tidak lah sah rujuknya seorang laki-
laki atas isterinya sehingga ia menyatakan dengan tegas , dengan demikian apabila
ada perkataan yang tegas dari mantan suami dalam masa iddah akan merujuk mantan
isterinya tersebut maka sahlah proses rujuknya. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan
didepan menurut madzhab Hanafi bahwa rujuk melangsungkan hak milik yang ada
tanpa adanya ganti rugi selama masa iddah masih ada, atau melanjutkan hubungan
37 Imron Rosidah, Ringkasan kitab Al- Umm, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2004) h. 551
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suami isteri selama masih dalam masa iddah karena thalak raj’i yaitu thalak satu atau
dua.
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan tidak dilarang
bagi suami yang hendak rujuk terhadap isterinya asalkan suami berniat dalam hatinya
untuk rujuk, walaupun tanpa diucapkan secara lisan dan tidak perlu disertai saksi,
suami isterilah yang menjadi saksi, karena rujuk usaha untuk melanjutkan
pernikahan, bukan untuk melakukan pernikah baru maka tidak perlu perkatakan dari
suami dan tidak diperlukan adanya saksi.38
D. Hikmah Disyariatkan Rujuk
Rujuk dalam hukum syara’ karena padanya terdapat beberapa perbedaan
hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan
kesulitan dari manusia. Banyak orang yang menceraikan istrinya tidak dengan
pertimbangan yang matang sehingga setelah putus perkawinan timbul penyesalan
diantara kedua pihak. Dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk
kembali dalam ikatan perkawinan, namun akan memulai perkawinan baru
menghadapi beberapa kendala dalam kesulitan. Adanya lembaga rujuk ini
menghilangkan keadaan dan kesulitan tersebut. Seorang isteri yang berada dalam
masa iddah talak raj’i disatu sisi diharuskan tinggal di rumah yang disediakan oleh
suaminya. Sedangkan suamipun dalam keadaan tertentu diam dirumah itu maka
38 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Islalm dalam kalangan
Ahlu Sunnah dan Negara –negara Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.397
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terjadilah kecanggungan psikologis selama dalam masa iddah itu. Untuk keluar dari
kecanggungan itu Allah member pilihan yang mudah diikuti yaitu kembali kepada
kehidupan perkawinan sebagaimana semula kalau tidak mungkin bersatu lagi atau
sudah tidak ingin kembali kepada isteri yang ditalak maka habiskanlah masa iddah itu
sehingga perkawinan itu betul-betul putus atau talak bain.
Rujuk dalam Islam mengandung beberapa hikmah:
1. Menghindarkan murka Allah, karena penceraian itu sesuatu yang sangat
dibenci.
2. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekat
memperbaiki kembali yang sudah-sudah terjadi ikatan perkawinan.
3. Untuk menjaga keutuhan keluraga, dan menghindari perpecahan keluarga.
Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang
telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa penceraian yang terjadi dengan
alasan apapun tetap saja menimbulkan ekses negatif pada anak.
4. Mewujudkan perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami
isteri bersifat antara pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga masing-
masing.39
Dari penjelasan tentang rujuk, nyatalah bahwa penceraian itu merupakan suatu
perbuatan yang sangat dibenci oleh Islam karena dampak negatif yang timbulkannya
baik kepada suami atau isteri maupun terhadap anak-anak. Sebaliknya perdamaian
39 Miftahul Jannah, Ta’aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: PT.Grasindo, 2014) h.179
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atau rujuk merupakan perbuatan yang sangat disukai dalam Islam atas dasar inilah
tujuan rujuk dalam Islam merupakan kesemptan yang cukup baik untuk melakukan
perbaikan terhadap konflik yang terjadi antara suami dan isteri, dengan
demikian sejatinya suami isteri yang telah bercerai harus memamfatkan kesempatan
masa iddah untuk melaksanakan rujuk.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat
penting. Sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai
dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan
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pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset. Dilihat dari
jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang mana
penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah
ditentukan.
Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian secara langsung
terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pandangan para tokoh masyarakat maupun
informan yang lain untuk mengetahui bagaimana Proses Penerapan tata cara Rujuk
Menurut KHI di KUA Biringkanaya dengan tujuan untuk mendapatkan data-data
yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif
adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu
sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari
penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat yang diteliti.
Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau
menganalisis kinerja KUA terhadap Penerarapan tata cara rujuk menurut kompilasi
hukum islam (KHI) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota. Sesuai
dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya,
maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.
Sedangkan jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya
dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan51
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data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumen resmi dan buku-buku yang
berkaitan penelitian tersebut.
Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu
gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi
tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam
tentang proses penerapan tata cara rujuk yang berhasil diketahui peneliti. Sehingga
penelitian ini dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang digunakan adalah Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar yang terdiri dari 7 (Tujuh) kelurahan yaitu :
1) Kelurahan  Sudiang  Raya
2) Kelurahan  Sudiang





Penulis memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut  penilaian peneliti
masih ada  masyarakat yang belom mengerti proses tata cara Rujuk menurut KHI.
Alasan lain pemilihan Kecamatan  tersebut adalah sarana dan prasarana dilokasi
penelitian sangat mendukung, tempat penelitian dekat dengan rumah peneliti
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sehingga hal ini akan membantu peneliti dalam hal menghemat biaya, tenaga, dan
waktu disamping membantu mempermudah perolehan data.
Tabel 1
Data Jumlah Penduduk Kecamatan Biringkanaya
No Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan Jumlah
1 Kelurahan Sudiang Raya 11.231 jiwa
2 Kelurahan Sudiang 13.041 jiwa
3 Kelurahan Pai 17.345 jiwa
4 Kelurahan Paccerakang 46.220 jiwa
5 Kelurahan Daya 52.539 jiwa
6 Kelurahan Bulurokeng 33.536 jiwa
7 Kelurahan Untia 2074     jiwa
JUMLAH 175986 jiwa
Sumber: Diambil dari data Jumlah Penduduk Kecamatan  Biringkanaya, Bulan Januari 2015
B. Pendekatan Penelitian
Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan
menggunakan pendekatan normatif  (syar’i) dan yuridis dalam memahami situasi apa
adanya, normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Karena jenis
penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut peneliti memahami
secara langsung dan mendalam terhadap proses penerapan tata cara rujuk menurut
KHI yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Biringkanaya kota Makassar
Berangkat dari permasalahan yang muncul di masyarakat, terkait dengan tata
cara rujuk , maka dalam penelitian ini di fokuskan pada pertanyaan tentang
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bagaimana proses penerapan tata cara rujuk menurut KHI serta seberapa besar
Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tata cara Rujuk itu sendiri.
B. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber.
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, majalah,
internet, media cetak serta sumber lain yang di anggap relevan dengan sasaran
penelitian. Data ini juga diperoleh dari dokumentasi yang dimiliki dari Kantor
Urusan Agama sesuai bahan yang di butuhkan dalam penelitian ini.  Setelah data
yang di peroleh terkumpul, selanjutnya dilakukan inventarisasi data, pengolahan
data, dan analisis data.
2. Sumber Data
Sumber data yang diperolah yakni berupa data primer yang dimana sejumlah
responden yang disebut Narasumber Penelitian. Narasumber ini diambil dengan cara
tertentu dari para pihak yang karena kedudukannya atau kemampuannya dianggap
dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Adapun teknik
yang digunakan untuk menentukan narasumber antara lain:
a. Purposive Sampling Technique adalah cara penentuan sejumlah narasumber
sebelum penelitian dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa
yang dijadikan narasumber serta informasi apa yang diinginkan dari masing-
masing narasumber. Narasumber yang memberikan informasinya di kantor
Urusan Agama Biringkanaya, yakni:
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1. Nurdin, S.Ag. MH (Kepala KUA Biringkanaya).
2. Asnawi Arwan, SH (Pegawai pencatat  Nikah/ Penghulu).
3. Hj. Fatmawati (Sekertaris KUA Biringkanaya).
4. Marwiah S.Ag (Pegawai pencatat Nikah)
b. Snow Ball Technique adalah cara penentuan narasumber dari satu narasumber
ke narasumber lainnya yang dilakukan pada saat penelitian dilaksanakan,
hingga dicapai sejumlah narasumber yang dianggap telah merepresentasikan
berbagai informasi atau keterangan yang diperlukan.
C. Metode  Pengumpulan Data
Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:
1. Penelitian Pustaka (liberary research)
Yaitu penelitian yang menghimpun data atau informasi dengan membaca dan
mencatat sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau pada tempat lain
pada sebuah daftar bahan pustaka.
2. Penilitaian lapangan.
Dilihat dari cara mendapatkan informasi, penelitian ini termasuk penelitian
lapangan (field research), yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara
konsep atau teori dengan praktek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
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Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas data
dapat ditingkatkan kualitas dari pengambil datanya sendiri cukup valid. Untuk
mempermudah dalam menganalisa data, maka pengumpulan data yang digunakan
adalah:
a) Pengamatan (Observasi)
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya
pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. Obyek
penelitian dalam penelitian kualitatif yang di observasi menurut spradley dinamakan
situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu place (tempat), actor (pelaku),
dan activities (aktivitis).
b) Wawancara
Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara
lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan
atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam
hal ini peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, baik tokoh agama,
tokoh penggerak pemuda maupun tokoh Pemerintahan di Kecamatan Biringkanaya
dengan tujuan untuk menggali opini atau pendapat seseorang terkait proses penerapan
tata cara rujuk menurut KHI.
c) Dokumen
Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan
data dalam penelitian kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan
mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
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D. Instrumen Penelitian
Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut
peneliti memahami secara langsung dan mendalam terhadap fenomena yang ada di
masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian adalah
peneliti itu sendiri. Seorang peneliti haruslah memiliki kemampuan terhadap
pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang
diteliti, kesiapan peneliti untuk obyek penelitian.
Peneliti sebagai instrumen penelitian berfungsi menetapkan fokus penelitian,
memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dalam hal ini
peneliti memahami teknik penelitian data sehingga bisa memberikan kesimpulan atas
temuannya.
Dengan demikian, peneliti selain harus memiliki pengetahuan tentang metode
penelitian kualitatif, juga harus disertai dengan perlengkapan yang membantu dalam
proses penelitian. Adapun perlengkapan yang bisa membantu, bisa berupa buku
catatan, alat tulis, kamera, serta notebook, yang bisa memuat segala hasil wawancara
dari responden atau para informan, dengan mencatat segala percakapan dengan
sumber data.
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.
1. Teknik Pengolahan
Dalam penelitian teknik pengumpulam data merupakan hal yang utama karena
untuk mendapatkan data yang akurat  selain itu tanpa teknik pengumpulan data
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peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan.
Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode
pengumpulan data primer dan sekunder.
Data primer berarti data yang diperoleh melalui field research atau penelitian
lapangan dengan cara-cara seperti interview, Pada penelitian ini penulis memperoleh
sumber data dari beberapa responden dan informan data yang diperoleh secara
langsung melalui wawancara dengan responden dan informan. Adapun responden
dalam penelitian ini yakni masyarakat kecamatan Biringkanaya. Sedangkan yang
menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA, Penghulu KUA
Kecamatan Biringkanaya.
Sedangkan data sekunder berarti data yang diperoleh melalui library research
atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan
mengumpulkan bahan tersebut dari  peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Kompilasi hukum Islam dalam tata cara Rujuk. Bahan-bahan hukum yang
relevan dengan permasalahan tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan
yang diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam melangsungkan rujuk. Atau
Penelusuran terhadap bahan kepustakaan yang mencakup buku-buku, tulisan yang
termuat dalam jurnal ilmiah, yang membahas terkait Rujuk.
2. Analisis Data.
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain Untuk menghindari
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banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Maka dalam teknik analisis
data, peneliti disini menggunakan:
a) Edit (Editing)
Mengedit yaitu mengoreksi kesalahan-kesalan yang ditemui. Sebelum data
diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau
keterangan yang telah dikumpulkan, daftar pertanyaan ataupun pada hasil wawancara
perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Tujuan dari pada editing adalah untuk
mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang
sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.
b) Klasifikasi (Classifying)
Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan
mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan
tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Hal ini peneliti tunjukkan dengan
mengklasifikasikan berbagai jawaban dari responden dan para informan. Sehingga
menjadikan pembacaan penelitian lebih mudah karena telah dikelompokkan dalam
berbagai kategori. Dengan mereduksi data berarti memilih yang pokok atau
memfokuskan pada hal-hal yang penting.
c) Verifikasi (Verifying)
Verifikasi yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini
untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan harus di teliti kembali agar
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validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Misalkan melakukan konfirmasi pada
sumber data lain, baik sekunder maupun sumber primer. Seperti konfirmasi pada
pihak lain yang dapat memberikan data seperti tokoh masyarakat. Karena informasi
tersebut dapat membantu memberikan keterangan yang obyektif.
d) Analisis (Analysing)
Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkat-
kan data sehingga mudah untuk dibaca. Tujuan analisa di dalam penelitian ini adalah
membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta tersusun
Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan
keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
Dengan demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui
wawancara atau dokumentasi, dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan
rumusan masalah. Dengan demikian, Metode analisis ini digunakan untuk
menganalisis data pendapat tokoh masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian
tentang pengetahuan dan pemahaman proses tata cara rujuk menurut KHI.
e) Kesimpulan (Conclucing)
Setelah semua tahap-tahap tersebut dilakukan maka langkah terkahir yaitu,
pengambilan kesimpulan dari penelitian berdasarkan data yang ada untuk
mendapatkan suatu jawaban. Sedangkan Analisa data adalah proses penyederhanaan
data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Pada tahap ini peneliti membuat
kesimpulan-kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan
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gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi di
lapangan.
BAB  IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian
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1. Letak geografis
Wilayah KUA Biringkanaya  berada di kabupaten Makassar yang mana
terletak di Lintang 5’3’35.6472”-119’28’8.3712’BT, luas wilayahnya 48,22 Km dan
pembentukan batas Administrasinya 40:
1) Utara    :   Kabupaten Maros
2) Timur   :   Kabupaten Maros
3) Selatan : Kecamatan Tamalanrea
4) Barat    :   Makassar
Biringkanaya adalah salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kota Makassar
tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Utara Km.17 dan  dibagi dalam tujuh (7)
Kelurahan antara lain :
1. Kelurahan Sudiang Raya dengan luas wilayah 105,20 Ha.
2. Kelurahan Sudiang  dengan luas wilayah 131,32Ha.
3. Kelurahan Pai dengan luas wilayah 121,52 Ha.
4. Kelurahan Paccerakang dengan luas wilayah 101,23 Ha.
5. Kelurahan  Daya dengan luas wilayah 132,46 Ha.
6. Kelurahan Bulurokeng  dengan luas wilayah 152,60 Ha.
7. Kelurahan Untia dengan luas wilayah 142,50 Ha.
40 Sumber BPS tahun 2010 dan sensus 2010
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KUA Biringkanaya sudah berdiri sejak tahun 1993 dan tepatnya sudah 21
tahun setelah memisahkan diri dengan KUA Kecamatan Mandai Kabupaten Maros,
berusaha menyetarakan diri dengan KUA Kecamatan-kecamatan lain yang ada di
Makassar yang sudah lebih dahulu memiliki sarana dan prasana yang lebih lengkap
baik dalam penyelenggaraan pernikahan, maupun dalam pembinaan proses Rujuk.41
berikut KUA yang ada di Kota Makassar.
Tabel. 2
Nama Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Makassar.
NO NAMA KANTOR ALAMAT
1 KUA Kec. Biringkanaya Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17, 90241
2 KUA Kec. Bontoala Jl. Tinumbu Lorong 132 No. 203,
3 KUA Kec. Makassar Jl. Pelanduk No. 38 Telp. 0411-858667
4 KUA Kec. Mamajang Jl. Kakak Tua II No. 11
5 KUA Kec. Manggala Manggala
6 KUA Kec. Mariso Jl. Baji Minasa I/15 b
7 KUA Kec. Panakkukang Panakukang
8 KUA Kec. Rappocini BTN Minasaupa
9 KUA Kec. Tallo Jl. Teuku Umar No. 11, 90211
10 KUA Kec. Tamalanrea Tamalarea
11 KUA Kec. Tamalate Jl. Tala Salapang Gunung  Sari
12 KUA Kec. Ujung Pandang Jl. S. Limboto Lr 52/4
13 KUA Kec. Ujung Tanah Jl. Sabutung Baru 90161
14 KUA Kec. Wajo Jl. Barang Lompo No. 33
Sumber: Arsip KUA kecamatan Biringkanaya Tahun 2013
41 Wawancara dengan Bapak Asnawi Arwan,  Pada 22 Januari 2015
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Kontor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dalam menjalankan tugasnya
tidak hanya mencatat pernikahan dan rujuk saja, tetapi juga pembinaan kehidupan
beragama Islam baik secara vertikal maupun lintas sektoral dibawah koordinasi
Camat sebagai Kepala wilayah.
Sebagai aparatur pemerintah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar
merupakan Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu pelaksanaan
pembinaan kehidupan umat beragama secara terpadu.
2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Biringkanaya
Adapun tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dari pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Biringkanaya sesuai Peraturan Menteri Agama RI No: 39 Tahun 2012
adalah sebagai berikut:
a) Tugas  Pokok
Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kota Makassar di
bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
b) Fungsi
1) Merumuskan visi, misi dan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan
dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kecamatan.
2) Bimbingan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam bidang Nikah,
Rujuk, Zakat, Wakaf, dan Mesjid.
3) Pembinaan keluarga sakinah
4) Pembinaan bidang produk halal
5) Pembinaan Kemitraan umat Islam
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6) Pembinaan lembaga dan ibadah sosial 42
Adapun para pegawai yang ada dalam  Kantor KUA Kecamatan Biringkanaya
masa jabatan 2010-2015 adalah sebagai berikut:
Tabel. 3
Daftar Pegawai KUA Kecamatan Biringkanaya
NO NAMA JABATAN
1 Nurdin, S. Ag. MH Kepala
2 Asnawi Arwan, SH Penghulu
3 Hj.Fatmawati S. Ag Staf
4 Hj. Rahmawati, S. Ag Staf
5 Hj. Ruth Anggriany, S. SOS. I Staf
6 Hj. Rahmi Staf
7 Saderiah, S.Ag Staf
8 Astri Iteng, S.Hi Staf
9 Hj.Sumani, S. Ag Penyuluh
10 Marwiah S. Ag Penyuluh
11 Dr. Husain Pinang S.Pd. Mpd Penyuluh
Di KUA Kecamatan Biringkanya sendiri memiliki tenaga honorer yang
membantu pegawai kerja tetap yang ada di KUA agar lebih memudahkan pekerjaan
yang ada di KUA itu sendiri, karena KUA Biringkanaya hampir setiap harinya
menerima masyarakat yang akan menikah. Diharapkan dengan pembagian tugas ini
kinerja KUA Kecamatan Biringkanya bisa lebih baik, karena telah diberikan tugas,
42 Tim KUA. Biringkanaya, Laporan tahunan 2013 KUA. Biringkanaya, (Biringkanaya: KUA.
Biringkanaya, 2013), h. 4
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dan memiliki tanggung jawab atas tugas yang diembannya tersebut. Sehingga hasil
yang selama ini diharapkan oleh KUA Kecamatan Biringkanya bisa berjalan dengan
baik.
3. Struktur Organisasi kantor urusan Agama KUA kecamatan Biringkanaya
Sumber KUA Biringkanaya
4. Jumlah Pernikahan dan Rujuk
Di dalam negara RI yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkut
paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk
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perkawinan dan juga rujuk. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan,
kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum.43
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No.22 Tahun 1946 jo UU No. 32
Tahun 1954) sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang
mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam dalam
wilayahnya. Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan dan rujuk harus
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN karena PPN mempunyai
tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum, ia adalah Pegawai Negeri yang
diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan. 44 Pernikahan dan
Rujuk yang masuk di Kantor Urusan Agama Biringkanaya di data secara teratur oleh
pegawai pencatat nikah dan rujuk. Berikut gambaran jumlah pernikahan dan rujuk
yang diterima KUA Biringkanaya  selama tahun 2011-2014.
Tabel. 4
TAHUN PERNIKAHAN CERAI RUJUK
2011 1.056 30 -
2012 2.073 25 2
2013 823 34 1
2014 750 22 3
JUMLAH 4.702 111 6
Sumber:KUA Biringkanaya
43 Zainuddin Ati, Hukum Perdata Islam di Indonesia .(Jakarta, Media grafika: 2006) hal.91




1. Proses Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut KHI Pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
Rujuk menurut istilah syar'i adalah kembali pada pernikahan setelah terjadi
talak tak ba`in dengan tatacara tertentu. Talak tak ba`in (thalaq ghair ba`in), atau talak
raj'i, adalah talak yang masih dibolehkan rujuk, yaitu jatuhnya talak satu atau talak
dua dan masih dalam masa iddah. Jika suami rujuk kepada istrinya dalam masa iddah,
tak perlu akad ulang dan mahar baru.
Adapun jika masa iddah sudah habis dan tak dilakukan rujuk, talaknya
menjadi talak ba`in. Ada dua macam talak ba`in.
Pertama, talak ba`in sughra, yaitu jatuhnya talak satu atau talak dua dan tak
dilakukan rujuk dalam masa iddah. Dalam kondisi ini, jika suami ingin kembali
kepada istrinya, wajib nikah ulang dengan mahar baru.
Kedua, talak ba`in kubra, yaitu jatuhnya talak tiga. Dalam kondisi ini, jika
suami ingin kembali kepada istrinya, wajib terwujud lima perkara berikut pada wanita
tersebut; (1) menjalani masa iddahnya,
(2) menikah dengan laki-laki lain (suami kedua),
(3) pernah digauli suami keduanya,
(4) ditalak suami keduanya dengan talak ba`in, atau suami keduanya wafat,
(5) telah habis masa iddahnya. Jika lima perkara ini terwujud, suami
pertama berhak kembali kepada bekas istrinya dengan akad ulang dan mahar baru.
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Masa iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalak atau yang
suaminya wafat untuk mengetahui kebersihan rahimnya. Masa iddah ada empat
macam;
1. untuk wanita yang masih haid,  lamanya adalah tiga quru. Menurut Imam
Taqiyuddin An-Nabhani, tiga quru` artinya tiga kali haid (seperti pendapat
ulama mazhab Hambali dan Hanafi), bukan tiga kali suci
(pendapat ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ja'fari).
2. wanita yang sedang hamil, masa iddahnya sampai ia melahirkan. (QS Ath-
Thalaq : 4).
3. wanita yang sudah tak haid lagi (menopause), atau anak perempuan yang
belum haid, masa iddahnya tiga bulan
4. wanita yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari.
Tata cara rujuk menurut pendapat yang rajih bagi kami, adalah hanya sah
dengan ucapan (bil-kalam), tak sah dengan jima' (bil-fi'li). Imam Syafi'i
berkata, ”Adalah jelas bahwa rujuk hanya dengan ucapan, bukan dengan
perbuatan seperti jima' dan yang lainnya. Rujuk dengan ucapan, misalnya suami
berkata kepada istrinya”, Saya rujuk lagi kepadamu.”45
Disyaratkan ada dua orang saksi laki-laki, sehingga tak sah rujuk tanpa dua
saksi yang mempersaksikan rujuk. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang
adil di antara kamu.” (TQS Ath-Thalaq: 2).








“lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena
Allah.”46
Ayat ini menunjukkan wajibnya dua saksi dalam rujuk. Ini salah
satu pendapat mazhab Syafi'i. Selama masih dalam masa iddah, suami berhak
merujuk istrinya tanpa akad nikah ulang dan mahar baru. Caranya hanya dengan
ucapan dan wajib dipersaksikan dengan dua orang saksi laki-laki yang adil.47
Peraturan-peraturan hukum melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia
ini hukum menjelajahi hampir semua bidang kehidupan manusia.48 Campur tangan
hukum yang semakin meluas kedalam bidang-bidang kehidupan masyarakat
menyebabkan bahwa keterkaitannya dengan masalah-masalah sosial juga menjadi
semakin intensif. Keadaan ini menyebabkan, bahwa studi terhadap hukum harus
memperhatikan pula hubungan antara tertib hukum dengan tertib sosial yang lebih
luas. Penetrasi yang semakin meluas ini juga mengandung timbulnya pertanyaan




48 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung, Angkasa : 1980) h.15.
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mengenai efektifitas pengaturan oleh hukum itu serta efek-efek yang ditimbulkan
oleh tingkah laku manusia terhadap masyarakat.49
Pelaksanaan rujuk merupakan niat baik bagi para keluarga yang hendak
membenarkan tali temali bahtera rumah tangga yang hancur berantakan. Beberpa
faktor yang menyebabkan suami isteri hendak melakukan rujuk yaitu:
1. Karena faktor anak yang sangat berpengaruh terhadap kedua orangtua yang
telah bercerai. Anak yang masih kecil paling besar menerima dampak
gangguan psikologis terhadapanya.
2. Seorang isteri yang sendiri tanpa didampingi suami lagi ‘single parent’
mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah terhadap anak – anaknya
yang masih kecil terutama bagi istri-istri yang tidak memiliki pekerjaan.
3. Peran keluarga kedua belah pihak yang ingin menyambung kembali
silaturrahim yang sudah terputrus demi kebaikan hubungan kedua keluarga
tersebut ditengah-tengah masyarakat50
Selama masih dalam masa iddah, suami berhak merujuk istrinya tanpa akad
nikah ulang dan mahar baru. Caranya hanya dengan ucapan dan wajib dipersaksikan
dengan dua orang saksi laki-laki yang adil.
49 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung, Angkasa : 1980) h.16
50 Sumber dari KUA Biringkanaya, hasil wawancara peneliti terhadap penghulu Biringkanaya
pada tgl 17 Januari 2015
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Adapun Pegawai Pencatat nikah dan rujuk memberitahukan kepada pihak
yang hendak melaksanakan rujuk, agar kiranya mengetahui hal hal apa saja mengenai
seputar rujuk dan proses melaksanakannya, seperti:
Syarat, Rukun, Hikmah , dan Hukum Rujuk
1) . Syarat Rujuk
a) Saksi untuk rujuk
Fuqaha berbeda pendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah ia
menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam malik berpendapat bahwa saksi dalam
rujuk adalah disunnahkan, sedangkan Imam syafi’I mewajibkan. Perbedaan pendapat
ini disebabkan karena pertentangan antara qiyas dengan zahir nas Al-qur’an yaitu:
“…….dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil…..”
Ayat tersebut menunjukan wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi
pengkiasan haq rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang,
menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karena itu, penggabungan antara qiayas
dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai
sunnah.
b) Belum habis masa iddah
c) Istri tidak di ceraikan dengan talak tiga
d) Talak itu setelah persetubuhan
Jika istri yang telah di cerai belum perah di campuri, maka tidak sah untuk
rujuk, tetapi harus dengan perkawinan baru lagi.
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Dalam rujuk, tidak disyaratkan keridhaan dari wanita. Sedangkan bila masih
dalam masa ‘iddah, maka anda lebih berhak untuk diterima rujuknya, walaupun sang
wanita tidak menyukainya. Dan bila telah keluar (selesai) dari masa ‘iddah tetapi
belum ada kata rujuk, maka sang wanita bebas memilih yang lain. Bila wanita itu
kembali menerima mantan suaminya, maka wajib diadakan nikah baru.
Allâh Ta’ala menyatakan dalam firman-Nya, yang artinya:
Terjemahnya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru”.
Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allâh dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allâh dan hari akhirat. Dan suami-suaminya
berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu
menghendaki ishlah.
Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan
kelebihan daripada isterinya.
Dan Allâh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(Qs. al-Baqarah/2 ayat 228)
Di dalam Fathul Bâri, Ibnu Hajar rahimahullâh mengatakan:
“Para ulama telah bersepakat, bahwa bila orang yang merdeka menceraikan
wanita yang merdeka setelah berhubungan suami istri, baik dengan talak satu atau
dua, maka suami tersebut lebih berhak untuk rujuk kepadanya, walaupun sang wanita
tidak suka. Apabila tidak rujuk sampai selesai masa iddahnya, maka sang wanita
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menjadi orang asing (ajnabiyah), sehingga tidak halal baginya, kecuali dengan nikah
baru”.
Cara untuk rujuk, ialah dengan menyampaikan rujuk kepada istri yang ditalak,
atau dengan perbuatan. Rujuk dengan ucapan ini disahkan secara ijma’ oleh para
ulama, dan dilakukan dengan lafazh yang sharih (jelas dan gamblang), misalnya
dengan ucapan “saya rujuk kembali kepadamu” atau dengan kinayah (sindiran),
seperti ucapan“sekarang, engkau sudah seperti dulu”. Kedua ungkapan ini, bila
diniatkan untuk rujuk, maka sah. Sebaliknya, bila tanpa diniatkan untuk rujuk, maka
tidak sah.
Sedangkan rujuk dengan perbuatan, para ulama masih bersilang pendapat,
namun yang rajih (kuat) -insya Allâh- yaitu dengan melakukan hubungan suami istri
atau muqaddimahnya, seperti ciuman dan sejenisnya dengan disertai niat untuk
rujuk.51
2) Rukun Rujuk
a. Suami yang merujuk




51 Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminudin. Fiqh munakahat KHI (Kompilasi hukum islam)
BAB XVIII RUJUK Pasal 63 (Bandung. CV Pustaka Setia cet I 1999.) h. 226
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d) Tidak dipaksa dan tidak murtad
a. Ada istri yang dirujuk
Syarat istri yang dirujuk:
a) Telah dicampuri
b) Bercerai dengan talak bukan dengan fasakh
c) Tidak bercerai dengan khuluk
d) Belum jatuh talak tiga.
e) Ucapan yang menyatakan untuk rujuk.
b. Kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) sama-sama suka, dan yakin
dapat hidup bersama kembali dengan baik
c. Dengan pernyataan ijab dan qabul
Syarat lapadz (ucapan) rujuk:
a. Lafaz yang menunjukkan maksud rujuk, misalnya kata suami “aku rujuk engkau”
atau “aku kembalikan engkau kepada nikahku”.
b. Tidak bertaklik — tidak sah rujuk dengan lafaz yang bertaklik, misalnya kata
suami “aku rujuk engkau jika engkau mau”. Rujuk itu tidak sah walaupun isteri
mengatakan mau.
Tidak terbatas waktu — seperti kata suami “aku rujuk engkau selama sebulan.52
3) .  Hikmah Rujuk
52 Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminudin. Fiqh munakahat KHI (Kompilasi hukum islam)
BAB XVIII RUJUK Pasal 63 (Bandung. CV Pustaka Setia cet I 1999.) h228
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1) Dapat menyambung semula hubungan suami isteri untuk kepentingan kerukunan
numah tangga
2) Membolehkan seseorang berusaha untuk rujuk meskipun telah berlaku perceraian
3) Membolehkan seseorang berusaha untuk rujuk meskipun telah berlaku
perceraian.53
4) .  Hukum Rujuk
a. Wajib apabila Suami yang menceraikan salah seorang isteri-isterinya dan dia
belum menyempurnakan pembahagian giliran terhadap isteri yang diceraikan
itu.
b. Haram Apabila rujuk itu menjadi sebab mendatangkan kemudaratan kepada
isteri tersebut.
c. Makruh apabila perceraian itu lebih baik diteruskan daripada rujuk.
d. Makruh apabila perceraian itu lebih baik diteruskan daripada rujuk.
e. Sunat sekiranya mendatangkan kebaikan.54
a. Proses pencatatan rujuk adalah sebagai berikut :
1. Ke kantor desa/kelurahan
Untuk mendapatkan Surat keterangan untuk rujuk (model R1) dengan
memperlihatkan Akta Cerai.
53 Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminudin. Fiqh munakahat KHI (Kompilasi hukum islam)
BAB XVIII RUJUK Pasal 63 (Bandung. CV Pustaka Setia cet I 1999.) h.229
54 Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminudin. Fiqh munakahat KHI (Kompilasi hukum islam)
BAB XVIII RUJUK Pasal 63 (Bandung. CV Pustaka Setia cet I 1999.) h.230
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2. Ke kantor urusan agama
Untuk:
a. Memberitahukan kehendak untuk rujuk
b. Pemeriksaan rujuk
c. Membayar Biaya Pencatatan Rujuk
d. Pengumuman Kehendak Rujuk
3. Pelaksanaan rujuk
a. Rujuk Dapat Dilaksanakan Di Balai Nikah (KUA)
b. Atas Permintaan yang bersangkutan pelaksanaan Rujuk bisa di laksanakan
diluar Balai Nikah
c. Menerima Kutipan Buku Pencatatan Rujuk
d. Mengikuti Penasehatan Rujuk
4. ke Pengadilan Agama
a. Memberitahukan Rujuk (Model RC )
b. Menerima Kembali Kutipan Akta Nikah (Model NA)55
Orang yang akan rujuk, harus datang bersama istrinya ke Kantor Urusan
Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan membawa dan menyerahkan
surat-surat sebagai berikut :
1) Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing 1 (satu)
lembar.
55 Hasil wawancara dengan Bpk. Asnawi Arwan, SH, (Penghulu KUA Kec. Biringkanaya
Makassar)
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2) Surat Keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa/Lurah tempat
berdomisili (blanko model R1).
3) Akta Cerai asli beserta lampiran putusan dari Pengadilan Agama.56
Sebelum rujuk dicatat akan diperiksa terlebih dahulu :
a. Apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk.
b. Apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa iddah talak raj’i.
c. Apakah perempuan yang akan dirujuk itu bekas istrinya.
d. Apakah ada persetujuan bekas istri.
Pelaksanaan praktek rujuk di wilayah masyarakat muslim Kecamatan
Biringkanaya banyak megalami kejanggalan. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara
dengan dua pasang suami isteri bapak Andi Gunawan dan Ibu Ramadania yang
melakukan proses rujuk berdasarkan  pengetahuannya yakni bahwa mereka
beranggapan rujuk itu menjalin hubungan perkawinan kembali yang dilakukan
didalam masa iddah atau sudah habis masa iddahnya 57.
Namun permasalahan esensi yang terkandung didalamnya adalah penulis
menghawatirkan bahwa mereka beranggapan hubungan seksual yang dilakukannya
tersebut halal akan tetapi menurut ajaran syara itu haram. Sehingga hubungan badan
yang dilakukan kedua sepasang suami isteri disebut zina. Adapun dasar hukum yang
penulis pergunakan adalah bersumber dari defenisi-defenisi kedua lembaga yang
56 Hasil wawancara dengan Bpk. Asnawi Arwan, SH, (Penghulu KUA Kec. Biringkanaya
Makassar)
57 Kesimpulan awal ini penulis ambil berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak
Andi Gunawan dan Ibu Ramadania di lapangan pada tanggal 18 Januari 2015
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No Proses Rujuk Talak Bai’n




5 Dua Orang Saksi
mempunyai arti berbeda. Pertama pengertian rujuk itu sendiri ialah “kembalilnya
kedalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan talak bain, selama dalam masa
iddah.58 Sedangkan talak bain itu harus nikah baru jika masa iddah sudah habis.Rujuk
mempunyai syarat dan rukun yaitu diantaranya. pertama Shigat, yaitu lafadz yang
dapat diketahui maksudnya, seperti “saya kembalikan kamu kepadaku, aku merujuk
engkau, aku tahan dirimu”. Kedua Murtaji’ Orang yang merujuk yaitu suami. Ketiga
Mahall, tempat untuk rujuknya seorang suami yaitu isteri (dalam masa iddah talak
raj’i). Ke empat Adanya kesaksian dalam rujuk. 59 Sedangkan talak bain itu
mempunyai cara tersendiri yang selama ini tercantum dalam berbagai literatur-
literatur fikih yang tentunya berbeda dengan syarat rukun rujuk. Dari defenisi diatas
penulis akan membedakan proses rujuk antara talak bain, dan pernikahann baru
dalam bentuk tabel yaitu :
Tabel 5 : Proses Rujuk Talak Ba’in
58 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ,(Jakarta, Prenada 2006) hal.341
59 Abu Yahya Zakariah, Fathul wahab, (Bandung, Syirkah Al’-Ma’arif: tth) hal. 88
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No Proses Rujuk Talak Raj’i
1 Mantan Suami
2 Mantan isteri
3 Perkataan Hendak Rujuk dari Mantan Suami
4 Dua Orang Saksi
No Proses Pernikahan Baru




5 Dua Orang Saksi
Tabel 6: Proses pernikahan baru
Tabel 7: Proses rujuk talak raj’i
Dari tabel inilah yang harus dilakukan suami isteri apabila ingin kembali
kapada mantan isterinya yang tertalak raj’i yaitu pada masa iddahnya dengan jalan
proses rujuk. Kemudian suami isteri apabila ingin kembali kepada mantan isterinya
yang tertalak bai’in yaitu dengan proses nikah baru. Dari data diatas dapat kita
ketahui bahwa proses diantara ketiga lembaga tersebut mempunyai perbedaan yang
mencolok yaitu proses rujuk talak raj’I tidak memakai mahar, wali perempuan dan
ijab kabul, sedangkan proses rujuk talak ba’in dan pernikahan baru memakai syarat-
syarat tersebut.
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Dengan demikian penulis berpendapat bahwa proses yang sebenarnya
dilakukan yang sudah tertulis di kitab-kitab fiqih kelasik dan Kompilasi Hukum Islam
serta Undang-Undang Perkawinan, harus dilakukan oleh kedua pasang suami isteri
yang telah salah dalam melakukan rujuknya pada masa iddah isteri habis, mereka
harus memakai proses pernikahan baru bukanya dengan proses rujuk talak raj’i yang
memakai ucapan hendak rujuk dan dua orang saksi. Tetapi harus memakai mahar,
wali, dan dua orang saksi, sehingga sah lah mereka dalam ikatan perkawinan dan agar
terhindar dari perbuatan zina karena salah dalam penerapannya.
b. Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat seputar Rujuk menurut KHI
Kita ketahui bersama bahwa hukum merupakan aturan yang diderivasi dari
norma-norma yang berkembang di masyarakat. Pada dasarnya hukum merupakan
seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telah dinegosiasikan antara anggota
komunitas. Sebagaimana kehadirannya Hukum berfungsi sebagi tindakan preventif
dan refresif tentunya hal ini untuk mengatur hubungan-hubungan manusia. Karena itu
sifat hukum tidak konstan, tidak tetap dan atau given. Begitupun dalam Islam, hukum
bukanlah sesuatu yang pasti yang tetap dari Islam adalah nilai-nilai fundamental
ajaran Islam.60
Mayoritas penduduk Kecamatan Biringkanaya beragama Islam. Hal ini berarti
bahwa masyarakat muslim harus menjalankan syariat Islam yang dipercayainya itu.
Akan tetapi nilai keislaman yang dianutnya itu tidak mengurangi rasa saling hormat
60 Hasanuddin Afni Jumaeha, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Pustaka Alhusna Baru, 2004)
hal.34
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menghormati dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan antara umat beragama.
Keberadaan sarana peribadatan disetiap wilayah juga sudah dianggap mencukupi,
sesuai dengan realita jumlah penduduk menurut agama. Penyelenggaraan syariat
Islam dimasyarakat muslim Kecamatan Biringkanaya sangat disadari ternyata belum
berjalan secara final. Terutama dalam menjalankan proses rujuk. Disamping menuai
kritikan dan tanggapan masyarakat yang beragam, aplikasi konsep rujuk di
masyarakat muslim Kecamatan Biringkanaya memiliki tanggapan dan tantangan yang
sangat serius. Bagaimana pemahaman masyarakat muslim Kecamatan Biringkanaya
tentang konsep rujuk menurut KHI? Setelah penulis melakukan wawancara terhadap
responden, penulis mengetahui bahwa masyarakat Kecamatan Biringkanaya rata-rata
mengetahui tentang konsep rujuk talak raj’i yang sesuai dengan doktrin kitab fikih
klasik yaitu bahwa rujuk adalah kembalinya suami terhadap isteri didalam masa
iddah. 61 Seperti apa yang diucapkan oleh salah seorang responden Bapak Edwin
Budiawan dalam penuturanya “Rujuk menurut saya kembalinya suami kepada isteri
yang sudah bercerai atau berpisah. Dalam masalah rujuk ini suami harus kembali
kapada isteri pada masa iddah isteri yaitu 3 kali suci.62 Hal senada juga diucapkan
oleh seorang responden Bapak M. Amin Maizun dalam penuturannya “menurut saya,
rujuk itu adalah hak suami untuk kembali kepada mantan isteri yang sudah ditalak
61 Kesimpulan awal ini penulis ambil berdasarkan hasil wawancaradi lapangan pada tanggal
20 Januari 2015
62 Hasil wawancara penulis dengan bpk.Edwin Budiawan warga masyarakat muslim
kecamatan Biringkanaya Pada tanggal 20 Januari 2015
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akan tetapi kembalinya itu masih dalam masa iddah yang biasa disebut Talak Raj’i.
Adapun talak bain itu adalah suami yang mentalak isterinya yang hendak kembali
dengan mantan isterinya akan tetapi masa iddah sudah habis maka sang suami dan
isteri tersebut harus menikah kembali yakni nikah baru dengan wali, saksi, mahar
yang baru dll.”63 Hal senada pula diungkapkan oleh responden perempuan Ibu Rahma
yang mengatakan “rujuk itu adalah hak suami untuk kembali kepada mantan isteri
yang sudah ditalak akan tetapi kembalinya itu masih dalam masa iddah.64 Pendapat
salah satu tokoh Agama yang berhasil peneliti wawancarai selepas sholat dzuhur di
rumah bapak H. Ust. Warsim menyatakan “Rujuk dalam susunan kata arab berasal
dari kata (roja’a, yarji’u, ruju’an) artinya kembali. Menurut istilah kembalinya
seorang suami kepada mantan isteri dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah
ditalak raj’i. jadi bila serang telah menceraikan isterinya, maka ia dibolehkan bahkan
dianjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat bika keduanya betul-betul hendak
perbaikan kembali. Dengan arti bahwa mereka benar-benar dan sama-sama saling
mengerti dan penuh rasa tanggung jawab antara keduanya, akan tetapi bila suami
mempergunakan kesempatan rujuk itu bukan untuk berbuat islah, bahkan sebaliknya
berbuat jahat kepada isteri misalkan tidak memberi nafkah, mencegah isteri menikah
kembali serta berbuat jahat maka suami tidak berhak untuk rujuk dan apabila itu
63 Hasil wawancara penulis dengan Bapak. M. Amin Maizun warga masyarakat muslim
kecamatan Biringkanaya Pada tanggal 20 Januari 2015.
64 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Rahma masyarakat muslim kecamatan Biringkanaya
Pada tanggal 20 Januari 2015.
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terjadi maka haram hukumnya.65
Adapun beberapa masyarakat yang belum begitu memahami tentang tata cara
rujuk menurut kompilasi hukum islam seperti contohnya bapak Zainal arifin, bapak
Rahmatiar dan ibu Hasma yang belum begitu paham dengan tata cara rujuk apabila
mantan suami istri ingin kembali bersama lagi.66
Menurut Bapak Nurdin, S. SAg. MH.  selaku kepala KUA Kecamatan
Biringkanaya, Adapun Rujuk yang sebenarnya ialah bersumber kepada Kompilasi
Hukum Islam yaitu pasal 167 sampai dengan pasal 169, Undang-undang No. 1 tahun
1974. memang ada juga orang yang sudah bercerai dengan keadaan masa iddah isteri
habis mereka kembali Seperti yang terjadi pada warga yang melakukan rujuk sudah
habis masa iddahnya mereka kembali, dengan isteri yang dicerai tanpa proses di
Pengadilan Agama. Dan mengenai konsep rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam.
Yang mereka ketahui selama ini adalah jika mereka melakukan rujuk datang kekantor
KUA. Bilang “pak saya mau rujuk sama istri saya ini surat-surat keputusan cerai dari
Pengadilan Agama” sudah seperti ini selanjutnya kita yang mengurus semua. Namun
masalah yang Bapak kewatirkan tentang kembalinya suami kepada isteri yang telah
cerai, apabila mereka tidak melakukan penceraian di Pengadilan Agama. Sebab di
Pengadilan Agama diberi tahu kapan suami boleh kembali pada isteri dengan proses
65 Hasil wawancara penulis dengan Bapak. H. Ust. Warsim  warga masyarakat muslim
kecamatan Biringkanaya Pada tanggal 20 Januari 2015
66 Hasil wawancara penulis dengan Bapak. Zainal Arifin, rahmatiar dan ibu Hasma
masyarakat muslim kecamatan Biringkanaya Pada tanggal 3 Februari  2015
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rujuk. Dan apabila suami kembali kepada isteri disebabkan karena tidak mengetahui
tentang batas waktu iddah isteri yang tertalak raj’i kemudian mereka bergaul(
hubungan badan) maka yang terjadi adalah zina. Hal inilah yang harus diketahui pada
masyarakat apabila mereka cerai tanpa di Pengadilan Agama. Karena mereka
melakukan rujuk menurut kehendak mereka tanpa di Pengadilan Agama, namun juga
mereka melakukan rujuk menurut kehendak mereka tanpa mengetahui batas masa
iddah isteri dan aturan-aturan tentang rujuk yang sudah diatur dalam Undang-undang
perkawinan dan kompilasi Hukum Islam.67 Dari bukti empiris diatas dapat penulis
simpulkan bahwa pemahaman masyarakat muslim Kecamatan Biringkanaya kota
Makassar memiliki pengetahuan konsep rujuk yang baik walaupun dalam tataran
praktisnya masih terdapat beberapa kekurangan.
67 Hasil wawancara penulis dengan Bapak. Nurdin, S. SAg. MH.   warga masyarakat muslim





Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat
disimpulkan pada hal-hal berikut :
1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah dan harus di
stujui oleh bekas istri dan dengan membawa bukti kutipan buku pendaftaran
rujuk. Proses  tata cara rujuk di Kantor urusan Agama Biringkanaya telah
menerapkan secara KHI, yang mana apabila seorang suami ingin merujuk
kepada mantan istrinya harus melakukan prosedur yang mana telah ditetapkan
di kantor KUA itu sendiri, seperti : Ke Kantor Desa/Kelurahan, Ke Kantor
Urusan Agama, Pelaksanaan Rujuk, dan Ke Pengadilan Agama.
2. Pemahaman masyarakat Kecamatan Biringkanaya pada umumnya tentang
konsep rujuk, mereka masih merujuk pada konsep rujuk yang tertera dalam
kitab-kitab fiqih klasik. Sedangkan konsep rujuk didalam Kompilasi Hukum
Islam, masyarakat Biringkanaya pada umunya mengaku belum
mengetahuinya, karena dalam lingkungan masyarakat Biringkanaya jarang
terjadi kasus rujuk, sehingga menjadikan rujuk sebagai satu hal yang kurang
mendapat perhatian dan pembahasan dikalangan masyarakat. Dalam
prakteknya masyarakat Biringkanaya jarang sekali yang memikirkan proses
rujuk ketika terjadi perceraian, masa iddah (menunggu) oleh mereka
digunakan untuk intropeksi diri dan menenangkan jiwa sehingga tidak
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terlintas akan melakukan rujuk. Dan ketika sudah habis masa iddah isteri,
baru mereka mempunyai niat untuk rujuk tetapi untuk rujukpun mereka tidak
bisa kecuali melakukan pernikahan ulang.
B. Implikasi Penelitian
Setelah  penulis melakukan pengamatan dan pelitian secara langsung serta
telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan. Maka
harapan penulis untuk kemajuan dan perkembangan Implikasi proses tata cara Rujuk
menurut  KHI di Kecamatan Biringkanaya ini antara lain sebagai berikut:
1. Dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat tentang tata cara rujuk yang
telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam perlu kiranya konsep rujuk yang
ada dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dimasukan kedalam kurikulum
pelajaran fiqih mulai dari pendidikan SLTP sampai SLTA.
2. Perlunya memberikan penataan tentang konsep rujuk yang ada di Kompilasi
Hukum Islam dan produk hukum lainya kepada para muballiga, Ustadz, tokoh
Agama yang bisa memberikan pengajian tentang Agama kepada masyarakat.
3. Mengimbau kepada masyarakat para tokoh Agama untuk memasuki materi
tentang perkawina yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam setiap
ceramah dan kegiatan pengajaran keagamaaan dalam masyarakat.
4. Perlunya pemerintah yang berwenang dalam meningkatkan efektifitas
sosialisasi tata cara rujuk yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
dan produk hukum yang lain.
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Demikianlah secara ringkas kesimpulan pembahasan penyusun dalam skripsi
ini, Saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan
skripsi ini, dan demi terhindarnya penyusun dari kesalahan dan kekeliruan. Akhir
kata, semoga tulisan yang sederhana ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi
kita semua khususnya terhadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota
Makassar untuk terus menyempurnakan peran dan fungsinya yang telah dijalankan.
Dan semoga Allah SWT Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk kepada kita
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